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WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 
NOMOR  7   TAHUN 2022 

 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN WALIKOTA NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG 

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PONTIANAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu mengubah 

Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Walikota tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota 

Pontianak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Komisi 

Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan   

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentag 

Pembentukan DaerahTingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 

Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO 

Convention Nomor 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour 

(Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834); 
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO 

Konvention Nomor 138 Concerning Minimum Admission to 

Employment (konvensi ILO) mengenai Usia Minimum Anak 

diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3835); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO 

Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate 

Action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour 

(Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan 

Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5606);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4419); 

9. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4635); 

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4720); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4976); 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5332);  
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana  telah   diubah  beberapa  kali  terakhir     

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4604); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4818); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4818); 

17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;  

18. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia; 

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau 

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; 

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan 

Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 

2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor 127); 

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Pontianak Nomor 192); 
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24. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata 

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 60); 

25. Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Komisi 

Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2021 Nomor 111); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALIKOTA NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG KOMISI 

PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PONTIANAK. 
 

Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Komisi 

Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 
Nomor 111) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  

 

2. Ketentuan Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

 

Dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

 

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah: 

a. terlaksananya kebijakan pengawasan dan perlindungan anak; 

b. meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-

hak serta perlindungan anak secara menyeluruh, terpadu dan koordinasi; dan 

c. melakukan mediasi dan memfasilitasi advokasi terhadap perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak anak oleh KPAD. 

 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

 
(1) KPAD berkedudukan di Kota Pontianak. 

(2) KPAD merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan 

anak yang bersifat independen, non diskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas dan 

kemitraan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada 

Walikota. 
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5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

 

(1) Keanggotaan KPAD terdiri dari: 

a. 1 (satu) orang ketua; 

b. 2 (dua) orang wakil ketua; 

c. 1 (satu) orang sekretaris; dan 

d. 5 (lima) orang anggota. 

(2) Struktur organisasi KPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

 

Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berasal dari: 

a. unsur pemerintah daerah; 

b. tokoh agama; 

c. tokoh perempuan; 

d. akademisi; 

e. organisasi sosial kemasyarakatan; 

f. organisasi profesi; 

g. lembaga swadaya masyarakat; 

h. dunia usaha; dan 

i. media massa yang peduli terhadap perlindungan hak dasar anak. 

 

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

 
(1) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih dari dan oleh 

anggota KPAD melalui musyawarah dan mufakat. 

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan melalui pemungutan suara. 

(3) Pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sah 

apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPAD. 

 

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 
 

(1) Masa jabatan keanggotaan KPAD adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 
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(2) Ketua KPAD wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota 

mengenai berakhirnya masa jabatan anggota KPAD dalam waktu 6 (enam) bulan 

sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan KPAD. 

 

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

a. 1 (satu) orang Ketua; 
b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan  

c. 3 (tiga) orang anggota. 
 

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21 
 

(1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, panitia seleksi 

menyampaikan berkas calon KPAD kepada DPRD untuk diseleksi. 

(2) Nama-nama Calon KPAD yang telah diseleksi dan disetujui oleh DPRD disampaikan 

kepada Panitia seleksi. 

(3) Panitia seleksi menyampaikan nama-nama calon KPAD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(4) Walikota menetapkan anggota KPAD dengan Keputusan Walikota. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 3 Januari 2022                                           
 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

                      ttd 

 EDI RUSDI KAMTONO  

 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal  3 Januari 2022                     
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

                               

                             ttd 

                        MULYADI 

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR  7 
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LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 

NOMOR  7  TAHUN 2022 

TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 111 

TAHUN 2021 TENTANG KOMISI 

PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA 

PONTIANAK 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 

KOTA PONTIANAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

                      ttd 

 EDI RUSDI KAMTONO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGOTA 

BIDANG 

PENGADUAN 

 

ANGGOTA 

BIDANG 

PENGAWASAN 

ANGGOTA 

BIDANG 

DATA DAN 

INFORMASI 

ANGGOTA 

BIDANG 

KAJIAN DAN 

TELAAH 

 

ANGGOTA 

BIDANG 

MONITORING, 

EVALUASI 

DAN 

PELAPORAN 

WAKIL KETUA 

BIDANG 

PENGADUAN DAN 

PENGAWASAN 

WAKIL KETUA  

BIDANG  

DATA, KAJIAN, 

MONITORING DAN 

EVALUASI   

KETUA 

SEKRETARIS 


